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 The development of the national economy in its achievement is inseparable from the role of 
the legal sector. Interdeterministis, between economic and law, two things that affect each 
other. That is, it can also start from the demands of the economic field to the field of law 
that can serve as a useful contribution to support economic growth. Law as a normative 
provision has a very important role and function in the field of economy. Scientific writing 
is intended to describe the legal theory in economic development. The results of the study 
provide an explanation that the economic system in Indonesia is Pancasila Economic System 
that was born in the heart of the nation that is Pancasila and UUD-45 and its interpretation. 
Therefore, the economic system of Pancasila is directly sourced from Pancasila, especially 
the fifth principle, namely: Social Justice for all Indonesian people and the mandate of 
Article 27 paragraph (2), Article 33-34 UUD-45 (4th Amendment). The fifth precept explains 
that all national and state orientations, economic, legal, social and cultural politics, are 
imbued with a spirit of comprehensive justice and destined for all Indonesians. Thus the 
legal contribution in the development of the Indonesian economy is a Pancasila economic 
system supported by the 1945 Constitution and its interpretation.  
Keywords: contribution, economic law, development 
 
 Abstrak 
       Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor 
hukum. Sifatnya interdeterministis, antara ekonomi dan hukum, dua hal yang saling 
memengaruhi. Maksudnya, bisa juga berawal dari tuntutan bidang ekonomi terhadap 
bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif 
mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Penulisan 
ilmiah ini bermaksud memaparkan tentang teori hukum dalam pembangunan ekonomi. 
Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa Sistem ekonomi di Indonesia adalah Sistem 
Ekonomi Pancasila yang lahir dalam jantung bangsa yakni Pancasila dan UUD -45 beserta 
tafsirannya. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila  
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Pasal 27 ayat (2), Pasal 33-34 UUD-45 (Amandemen ke 4). Sila  kelima ini menjelaskan bahwa 
semua orientasi berbangsa dan bernegara,  politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya, 
adalah dijiwai semangat keadilan  menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Dengan demikian kontribusi hukum dalam pembangunan perekonomian 
Indonesia merupakan sistem ekonomi Pancasila yang ditunjang dengan UUD-45 beserta 
tafsirannya. 
Kata kunci: kontribusi, hukum ekonomi, pembangunan 
  
 
1. Pendahuluan  
Pembangunan ekonomi bangsa merupakan salah satu upaya 
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, 
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan 
kecil dalam pola kemitraan usaha”. Menurut Suhardi1 hukum dalam 
keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh 
terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. 
Tugas pokok dan fungsi dari hukum ialah petunjuk tingkah laku 
manusia, alat untuk menyelesaikan konflik, dan alat untuk rekayasa 
sosial-ekonomi.  
Pada pemerintahan Orde Baru, Indonesia memfokuskan diri 
pada pembangunan di “bidang perekonomian”. Ini ditandai dengan 
adanya grand planning pembangunan yaitu Repelita yang dimulai tahun 
1969. Namun sejak era reformasi pasca 1998 hingga pada masa ini 
pembangunan perekonomian berupaya pada fokus peningkatan 
investasi luar negeri dan perdagangan. Perkembangan perekonomian 
Indonesia secara keseluruhan terlihat mengesankan pada masa ini. 
                                                          
1Suhardi, G. (2002). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: 
Universitas Atma Jaya. h. 22. 
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Pada awal pemerintahan Orde Baru para pembuat kebijakan dan 
perencana pembangunan sangat percaya akan adanya trickle down 
effect2. Dimana trickle down  effect  mengansumsikan perlunya 
memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru 
kemudian dilakukan pemerataan. Pembangunan hanya dipusatkan di 
Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya dan  hanya pada sektor-sektor 
tertentu saja. Pemerintah pada saat itu (Orde Baru) percaya bahwa 
nantinya hasil dari pembangunan itu akan menetes ke sektor- sektor 
dan wilayah lainnya di Indonesia. Menetes yang dimaksudkan adalah 
bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai nantinya dapat 
memberikan manfaat  kepada seluruh penduduk (Werry D.T, 2012).  
Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak 
terlepas dari peran sektor hukum. Sifatnya interdeterministis, antara 
ekonomi dan hukum, dua hal yang saling memengaruhi. Maksudnya, 
bisa juga berawal dari tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang 
hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat 
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum sebagai ketentuan 
yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat 
penting dalam bidang perekonomian.  Pun dalam rangka menyongsong 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.  
Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu hukum adalah ilmu yang 
termasuk dalam kelompok ilmu praktis dengan menempati kedudukan 
istimewa dalam klasifikasi ilmu dengan alasan karena sifatnya sebagai 
ilmu normatif yang mengandung sifat khas tersendiri. Obyek 
telaahannya juga berkenaan dengan tuntutan berprilaku dengan cara 
tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada 
                                                          
2Tambunan, T. (2006). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Gahlia Indonesia. h.112. 
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kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh 
kekuatan publik. 
Peluang besar pengembangan ekonomi di MEA 2015 ini, tentu 
selain strategi ekonomi, memerlukan kerangka hukum yang genital 
untuk menghadapinya. Dalam buku Perdagangan Bebas dalam 
Perspektif Hukum Perdagangan Internasional yang ditulis oleh Serian 
Wijatno dan Ariawan Gunadi, keduanya menyampaikan bahwa: satu 
hal yang belum terlaksana dalam persiapan menghadapi MEA 2015, 
yaitu diskusi komprehensif antara pemerintah, kalangan pengusaha, 
dan akademisi untuk meminta opini masyarakat. Sebab, tak tertutup 
kemungkinan jika MEA berlaku, pasar Indonesia akan kelimpungan 
menghadapi arus masuk produk dan jasa asing karena perangkat 
hukum maupun kebijakan ekonomi belum ada atau belum siap 
menghadapi kecanggihan mekanisme perdagangan bebas. Karenanya, 
sebagai pasar yang besar, Indonesia kini sedang menghadapi ujian 
untuk mengimbangi konsumsi domestik yang luar biasa dan 
peningkatan daya beli masyarakatnya. Profesional Perbankan dan 
peraih gelar doktor ilmu hukum termuda Universitas Indonesia (UI) 
pada 2012 ini juga menyampaikan Indonesia dapat menghadapi MEA 
dengan beberapa upaya.  
Pertama, memanfaatkan hambatan perdagangan untuk 
membatasi banjirnya produk dan jasa asing. Kedua, menciptakan 
sumber daya wirausaha yang kompeten melalui pendidikan dan 
pelatihan. Ketiga, membentuk forum sengketa perjanjian perdagangan 
bebas dengan prosedur yang sederhana dan jelas kepastian hukumnya. 
Konkretnya, Indonesia dapat mengelola potensi perdagangan bebas 
dengan baik jika pemerintah mampu menyajikan kepastian hukum, 
birokrasi yang sederhana, dan sumber daya manusia yang memadai.   
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Ekonomi merupakan suatu wadah pengorganisasian masyarakat 
yang mempunyai tujuan memenuhi keutuhan masyarakat dan 
mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya 
ini maka muncul kecenderungan bahwa setiap individuakan berusaha 
menapainya secara maksimal. Persoalan akan muncul apabila setiap 
individu memburu kebutuhannya sendiri dan mencapai kepuasan 
masing-masing secara maksimal. Maka pada tingakatn tertentu akan 
menimbulkan kekacauan. Kekacauan ini timbul karena adanya 
tabrakan-tabrkan kepentingan antara individu dengan individu 
lainnya. Dengan demikian adanya kebutuhan untuk menyusun pola 
interaksi antara sesama anggota masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Akhirnya muncullah masalah rules of game 
sebagai kebutuhan ekonomi, dengan kata lain adanya sistem peraturan. 
Dengan demikian hubungan antara hukum dan ekonomi dapat 
dilihat bahwa disatu sisi hukum memberikan pengaruh 
mengendalikan/ mengarahkan terhadap kehidupan ekonomi, dengan 
cara meberikan kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang 
tergolong ke dalam perbuatan ekonomi, yaitu mengenai perbuatan pa 
yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses ekonomi dalam 
masyarakat3. Sebagai contoh adalah diundangkannya UU No. 5 tahun 
1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. UU ini dikeluarkan dengan latar belakang terjadinya berbagai 
ketidak adilan dalam proses-proses ekonomi yang terjadi selama ini di 
masyarakat. Oleh karena itu praktik-praktik ekonomi yang merugikan 
ini harus dirubah dan diarahkan kepada proses-proses ekonomi yang 
lebih adil. 
                                                          
3Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. h.32.  
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Beberapa faktor yang  berpengaruh dalam pengembangan usaha 
(khususnya faktor hukum dan faktor ekonomi) mempunyai hubungan 
yang berkaitan satu sama lain. Sebagai gambaran, dalam kondisi 
ekonomi indonesia sekarang yang cenderung tidak stabil dan 
cenderung terus merosot pemerintahan kita mengharapkan sekali 
ivestor asing mau datang dan menanamkan investasinya di Indonesia. 
Tetapi lagi-lagi persoalan humum (jaminan keamanan dan kepastian 
hukum) menjadi penghambat keinginan tersebut. Sementara itu 
lemahnya Law Enforcement mengakibatkan proses-proses sosial dalam 
masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Kondisi seperti ini akan 
mengakibatkan iklim usaha menjadi tidak kondusif bagi 
pengembangan usaha dan ekonomi pada umumnya. 
Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa 
merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. 
Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, 
maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. 
Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, 
maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan 
ekonomi. Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah 
negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. 
Apalagi, manakala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya 
sebagai negara hukum (rechtstaat).  Dari sini tersirat pula bahwa 
Indonesia menghendaki dua hal; Pertama, hukum diharapkan dapat 
berfungsi; dan Kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka 
pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan. Sejalan 
dengan pemikiran tersebut, jika dikaji dari sisi politik hukum acapkali 
pembentukan hukum, khususnya hukum ekonomi tak selalu sinkron 
dengan harapan-harapan tersebut. Sebagai faktor yang menjadi pemicu 
tidak adanya kesinkronan ini karena banyak kepentingan yang 
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berkembang diseputar pembentukan hukum. Politik hukum yang 
berkembang berupa adanya tarik menarik antara kepentingan nasional 
dan asing, sehingga hukum yang dapat dijadikan sarana bagi 
pembangunan ekonomi akan menjadi  sia-sia karena yang 
dikedepankan justru kepentingan asing yang dominan. Berdasarkan 
uraian latar belakang penulisan telaah ilmiah ini, akan dipaparkan 
bagaimana hubungan ekonomi dan hukum saling mendukung di dalam 
satu negara yang terkait erat satu sama lain, sesuai dengan tujuannya 
yaitu menjelaskan kontribusi hukum dalam pembangunan ekonomi di 
Indonesia. 
 
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 
telaah teori berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang relevan. 
Kajian pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian, yakni 
untuk mendasari dan memperkokoh gagasan peneliti. Idealnya, 
literatur yang dikaji merupakan sumber asli dari artikel maupun jurnal 
ilmiah4. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
a. Hubungan Hukum dengan Ekonomi dalam Pembangunan   
Merupakan suatu keharusan bagi suatu negara tatkala 
merumuskan suatu peraturan perundang-undangannya senantiasa 
memperhatikan pada aspek kepentingan nasional  (national interests).  
Untuk dapat mencapai hal demikian, maka faktor politik hukum akan 
sangat menentukan. Bagi beberapa negara pola pemikiran ini menjadi 
sarana yang cukup efektif. Kemajuan yang dicapai dalam bidang 
                                                          
4 Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian. Bandung: Alfabeta. h.113. 
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ekonomi melalui pembangunan nasional selama ORBA memang sangat 
dimungkinkan, sebab pada waktu itu bidang tersebut menempati 
prioritas utama dalam strategi pembangunan jangka panjang 25 tahun 
pertama. Pada waktu itu berbagai kebijakan dan peraturan per-UU-an 
dirumuskan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Namun dalam pelaksanaan selanjutnya, dengan memberikan tekanan 
pada usaha bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 
cepat, maka terjadilah kekeliruan karena pengembangan ekonomi 
seolah-olah tidak dijiawai aspek kemanusiaan. 
Secara teoristis peran hukum dalam pembangunan ekonomi 
dapat dijelaskan secara garis besar, yaitu mengikuti model 
pembangunan ekonomi. Secara umum ada dua model dalam 
pembangunan ekonomi, yaitu : 
1. Model ekonomi berencana 
2. Model ekonomi pasar 
Pada model ekonomi berencana, dimana model ini menekankan 
sifat pusfosit dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka 
pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu transformasi dari 
kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Disini 
negara dianggap sebagai pendukung utama dalam menjalankan 
rencana yang sudah dibuat. Disini hukum digunakan untuk 
menterjemahkan tujuan pembangunan ke dalam bentuk norma-norma 
untuk diterapkan. Sedangkan pada model ekonomi pasar, poses 
ekonomi tidak digerakkan dari pusat kekuasaan teteapi diserahkan 
pada mekanisme pasar, seperti mekanisme permintaan dan penawaran. 
Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur 
kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu 
kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang 
tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam 
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mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru 
hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang 
terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan 
akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama 
warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan 
sering terjadi. 
Namun demikian berdasarkan pengalaman umat manusia 
sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak 
mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya 
dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul 
pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara 
bagaiamana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum 
itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri 
kehidupan ekonomi warganya. 
Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri 
merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-
simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan 
oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya. Negeri-negeri yang 
sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh 
pembangunanannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan 
negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah 
berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan 
persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk 
pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam 
tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat 
dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap 
sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-
tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan 
waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk 
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memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk 
mencapai negara kesejahteraan. 
Revolusi industri terus berjalan tanpa henti berkat penemuan-
penemuan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Mula-
mula revolusi industri yang bersifat maknistis seperti penemuan mesin 
uap yang mengantarkan Inggris ke abad Revolusi industri, kemudian 
penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi 
bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian 
transgenik dan kloning pada hewan. Semua perubahan ini tidak 
mungkin terjadi bilamana manusia tidak mempunyai kesempatan dan 
keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan 
yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan 
kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan 
saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan menjadi terhambat. 
Dengan demikian kembali kepada peranan hukum untuk 
melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi 
sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada 
kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana 
dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam Suma Theologica. Hukum 
bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga 
memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk 
menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan 
ekonomi negara. Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan 
dilindungi dengan undang-undang negara tentang HAKI dengan 
tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi. Fungsi hukum 
dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, 
sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling 
tergantung. Hukum dapat dibuat -dan pada dekade belakangan ini 
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kerapkali dibuat- oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik 
ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai 
disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi. 
Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu 
diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum 
disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang 
dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Sepanjang sejarah terdapat 
berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum 
harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya. Peraturan 
perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal 
dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan 
aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional (Traditional 
societies) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan 
tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya. 
Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional, 
kerap kali diramalkan adalah perkembangan suatu badan yang benar-
benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia 
yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi 
pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara 
berkembang. Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, 
masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (Cultuur 
stelsel) dan masa dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial 
dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia 
sudah sampai ke Eropah dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan 
barang-barang manufaktur, betapun sederhananya telah berlangsung 
lama. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru 
dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional.  
Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum 
mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah 
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didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti 
Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi 
antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi 
ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan 
baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasamanya ekonomi regional 
berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui 
mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum. Perkembangan 
dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di 
dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling 
menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini 
secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, 
baik di bidang barang-barang (trade in goods), maupun di bidang jasa 
(trade in services). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya 
kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang 
diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang 
berkembang dalam sistem GATT/WTO.  
Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi 
ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. 
Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. 
Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan 
internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan 
budaya antara barat dan timur. Globalisasi di bidang kontrak-kontrak 
bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju 
membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka 
dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis 
internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model 
tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu 
tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian 
waralaba (franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir 
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sama di semua negara.  Konsultan hukum suatu negara dengan mudah 
mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain. 
Lebih lanjut Erman Rajagukguk mengatakan, persamaan 
ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena 
suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-
institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-
undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari “Civil Law” maupun 
“Common Law” berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan 
peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal 
karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat 
benar dengan waktu dan batas-batas negara. Tuntutan keterbukaan 
(transparency) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan 
internasional dalam pencucian uang (money laundering) dan insider 
trading mendorong kerjasama internasional. 
Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, masih 
menurut Erman, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan 
memberikan hasil yang sama yang di semua tempat. Hal mana 
dikarenakan perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak 
sama dengan kuda. Orang tidak akan menamakan keledai atau zebra 
adalah kuda. Walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda. 
Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung 
kepada persepsi masyarakatnya.  Friedman, mengatakan bahwa 
tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya 
hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada 
budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar 
belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, 
bahkan kepentingan-kepentingan. 
Saat ini, pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lah merata, 
di karenakan tidak di jiwai aspek kemanusiaan dan aspek yang 
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menyeluruh. Terbukti bahwa hasil postif dari perkembangan yang 
pesat ini hanya berarti untuk para pelaku ekonomi beskala besar ata di 
sebut golongan atas. Sedangkan golongan bawah, mereka justru 
dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan 
ekonomi.  Ada 2 model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu: a. 
model ekonomi berencana b. model ekonomi pasar Model ekonomi 
berencana, menekankan tujuan dan menyandarkan kekuatan pada 
hukum, maka akan di lihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan 
ekonomi. Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Di sini 
hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan 
sebagai acuan yang di cita-citakan. Sedangkan ekonomi pasar tidak 
digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetaoi ke mekanisme pasar, 
seperti permintaan dan penawaran.di sini hukum dipandang sebagai 
ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya 
suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau 
sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.  
b. Konsep Pembangunan  Ekonomi dalam Hukum 
Konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dua 
konsep yang  sering digunakan dalam membahas Ekonomi 
Pembangunan dan pada  dasarnya tidak lepas dari kaidah-kaidah ilmu 
ekonomi pembangunan baik  secara mikro maupun makro.Pembahasan 
ilmu ekonomi (economics) selalu  berkaitan terutama dengan efisiensi 
dan alokasi sumber-sumber produktif  yang langka (scarcity), dan 
dengan pertumbuhan yang optimal dari sumber- sumber itu untuk 
menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar, sedangkan  ekonomi 
pembangunan mempunyai ruang lingkup (scope) yang lebih luas  dan 
komplek. 
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep 
yang tidak dapat  dipisahkan. Pembangunan ekonomi lebih menitik 
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beratkan pada upaya-upaya  meningkatkan pendapatan per kapita 
masyarakat atas GDP (gross domestic  product) yang disertai dengan 
perombakan dan modernisasi dari sektor-sektor  ekonomi serta 
memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income equity)  
sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih kepada upaya kenaikan GDP 
dan  tidak memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil 
dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada 
perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. 
Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman 
dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang 
menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu negara atau 
daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem 
kelembagaan5. Berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa 
pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana 
saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut sehingga 
dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama. Dengan cara 
tersebut bisa diketahui beberapa peristiwa yang timbul yang akan 
mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan 
masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan 
berikutnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa 
pengertian sebagai berikut:  
1. Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan 
yang spontan dan terputus-putus (discontinuous) pada saluran-
saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap 
                                                          
5 Arsyad, L. (2006). Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE 
YKPN. h.116. 
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keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan 
keseimbangan yang ada sebelumnya6. 
2. Sadono Sukirno7 mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai  
suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita 
penduduk suatu  masyarakat meningkat dalam jangka panjang. 
Definisi tersebut mengandung  pengertian bahwa pembangunan 
ekonomi merupakan suatu perubahan yang  terjadi secara terus-
menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi  mencapai 
sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan  
perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka 
panjang.  
3. Menurut Sumitro Djojohadikusumo8 pembangunan ekonomi 
adalah  suatu proses tranformasi yang dalam perjalanan waktu 
ditandai oleh  perubahan struktural yaitu perubahan pada 
landasan ekonomi maupun pada  kerangka susunan ekonomi 
masyarakat yang bersangkutan.  
4. Todaro9 mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu 
proses  multidimensional yang mencakup perubahan struktur, 
sikap hidup dan  kelembagaan, peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, pengurangan  ketidakmerataan distribusi pendapatan 
dan pemberantasan kemiskinan.  
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan 
yang terjadi  terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang 
dilakukan, hakikat dari  sifat dan proses pembangunan itu 
                                                          
6 Jhingan, M.L. (2003). Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian. Jakarta : PT. RaJa 
Grafindo Persada. h. 125. 
7 Sukirno, S. (2006). Makroekonomi Modern. Jakarta: Rajawali Pers. h. 17. 
8 Djojohadikusumo, S. (1999). Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi 
Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.  
9 Todaro, M.P. (1989). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: PT Erlangga.  
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mencerminkan adanya terobosan yang baru,  jadi bukan merupakan 
gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan  ekonomi berkaitan 
dengan pendapatan perkapita dan pendapatan  masa satu tahun. 
Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita  dari 
masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan 
ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat 
suatu daerah. Todaro10 juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu 
pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok.  Nilai pokok 
tersebut meliputi: 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs); 2) meningkatnya rasa 
harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia; dan 3) 
meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from 
servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. 
Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan 
waktu ditandai oleh perubahan struktural.  Perubahan tersebut terjadi  
pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan 
ekonomi masyarakat yang bersangkutan.  
Perubahan peranan sektor ekonomi dalam pembentukan 
pendapatan nasional disebabkan oleh beberapa faktor.  Faktor tersebut 
antara lain : (1) adanya hukum Engels (Law of Engels tentang Elasticity of 
Income) yang menyatakan semakin tinggi pendapatan karena dilakukan 
pembangunan terus menerus akan meningkatkan konsumsi terhadap 
barang-barang industri dan konsumsi terhadap barang pertanian relatif 
tetap; (2) adanya perubahan struktur produksi industri yang bersifat 
compulsory dan inducive secara terus menerus; (3) adanya comparative 
advantage pada produk-produk sektor nasional. Pendapatan perkapita 
yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu  daerah sedangkan 
                                                          
10 Ibid. 
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pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang- barang dan 
jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam 
pertanian bagi negara-negara berkembang, sedangkan negara-negara 
yang sudah maju memiliki competitive advantage pada produk-produk 
sektor industri. 
c. Kajian Hukum Pembangunan Ekonomi 
Upaya melakukan perkembangan dalam pembangunan nasional 
terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, secara umum 
dapat dijelaskan bahwa  keterkaitan antara regulasi /pengaturan 
sistem dan pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai 
upaya untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian di Indonesia akan 
berkorelasi pula dengan Hukum Ekonomi secara keseluruhan. Karena, 
Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia menyangkut pemikiran 
hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia 
yang terarah (Verwaltungswirtschaft), sedangkan Hukum Ekonomi 
Sosial Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah 
hukum yang memikirkan bagaimana dapat meningkatkan 
kesejahteraan Warga Negara Indonesia sebagai perseorangan, dan 
tetap memelihara harkat dan martabat kemanusiaan manusia 
Indonesia, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari 
pihak yang lemah dalam sistem ekonomi yang terarah tersebut.   
Dengan demikian, konsep dasar pemikiran Hukum Ekonomi 
Pembangunan Indonesia adalah Ekonomi Indonesia dalam arti 
pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional secara 
makro, sedangkan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Sosial adalah 
kehidupan Ekonomi Indonesia yang berperikemanusiaan dan 
pemerataan pendapatan, dimana setiap Warga Negara Indonesia 
berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak. 
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Hukum, menurut Mohtar Kusumaatmadja11, jika diartikan dalam 
arti yang luas, bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-
azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia  dalam 
masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga  (institutions)  dan 
proses-proses  (process)  yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah 
tersebut dalam kenyataan. Selanjutnya, dapat dikatakan  bahwa 
dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Dengan demikian suatu 
unsur pokok dalam hukum adalah bahwa hukum adalah sesuatu yang 
berkenaan dengan manusia,  dimana manusia hidup dalam suatu 
komunitas yang disebut dengan masyarakat. 
Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban  
(order). Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu 
mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu 
masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan 
kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia12. Para penganut 
teori hukum positif menyatakan “kepastian hukum”  sebagai tujuan 
hukum, dimana ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud  
tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan 
hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum 
haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis)13. 
Indonesia sebagai Negara hukum  (Rechtsstaat/the rule of law), 
sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
(Amandemen ke 4) bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.  
Sebagaimana iketahui bahwa ide dasar negara hukum Indonesia 
tidaklah terlepas dari ide dasar tentang „rechtsstaat” atau Negara 
                                                          
11 Hartono, C.F.G.S. (1988). Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung : Bina 
Cipta. h. 50. 
12 Rasjidi, L. dan Putra, I.B.W. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya. h. 12. 
13 Ibid. 
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Hukum yang dianut oleh Belanda yang meletakkan dasar perlindungan 
hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu semua harus bersifat 
positif, hal tersebut berarti hukum harus dibentuk secara sadar14. 
Dalam suatu  rechtsstat  yang modern, fungsi peraturan 
perundang-undangan bukanlah hanya memberikan bentuk kepada 
nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam 
masyarakat, dan Undang-Undang bukanlah hanya sekedar produk 
fungsi negara di bidang pengaturan. Selanjutnya, peraturan 
perundang-undangan adalah salah  satu metoda dan nstrumen ampuh 
yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan 
masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Dalam praktik memang 
demikian yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, karena 
saat ini kekuasaan pembentuk Undang-Undang  adalah terutama 
memberikan arah dan menunjukkan jalan bagi terwujudnya cita-cita 
kehidupan bangsa melalui hukum yang dibentuknya15. Kondisi ini 
tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang 
giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala 
Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum 
(rechtstaat).  Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki dua 
hal; Pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi; dan Kedua, dengan 
hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun akan 
mudah untuk direalisasikan. 
Sejalan dengan pemikiran tersebut, jika dikaji dari sisi politik 
hukum acapkali pembentukan hukum, khususnya hukum ekonomi tak 
                                                          
14 Chairijah. (2008). Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum 
Nasional.  Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan  Perancangan Peraturan 
Perundang-Undangan departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
Jakarta. h. 4. 
15 Sutrisno, E. (2007). Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Yogyakarta:  Genta 
Press. h.16. 
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selalu sinkron dengan harapan-harapan tersebut. Sebagai faktor yang 
menjadi pemicu tidak adanya kesinkronan ini karena banyak 
kepentingan yang berkembang di seputar pembentukan hukum. Politik 
hukum yang berkembang berupa adanya tarik menarik antara 
kepentingan nasional dan asing, sehingga hukum yang dapat dijadikan 
sarana bagi pembangunan ekonomi akan menjadi  sia-sia karena yang 
dikedepankan justru kepentingan asing yang dominan. Perkembangan 
globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi di dunia internasional 
sedikit banyak telah menggambarkan adanya polarisasi dalam artian 
substansi permasalahan di bidang hubungan ekonomi sebagai dampak 
dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh Negara-negara ataupun 
pelaku ekonomi Negara-negara maju. Upaya pengaturan baik secara 
global melalui World Trade Organization  (selanjutnya disingkat 
dengan  WTO), regional melalui berbagai kerjasama sekawasan serta 
bilateral melalui berbagai kerjasama bilateral ternyata tidak 
mengurangi munculnya berbagai penyimpangan dari norma-norma 
yang telah disepakati.    
Merupakan suatu keharusan bagi suatu negara tatkala 
merumuskan suatu peraturan perundang-undangannya senantiasa 
memperhatikan pada aspek kepentingan nasional  (national interests).  
Untuk dapat mencapai hal demikian, maka faktor politik hukum akan 
sangat menentukan. Bagi beberapa negara pola pemikiran ini menjadi 
sarana yang cukup efektif.  Berangkat dari persoalan tersebut di atas, 
peranan politik hukum dalam konteks hukum sangat memegang 
peranan yang sangat strategis. Melalui pendekatan politik hukum, 
hukum yang dibentuk pun setidaknya akan banyak memperhatikan 
kepada kepentingan nasional. Pengertian kepentingan nasional bukan 
berarti dimaknai dalam arti yang sempit, namun kepentingan nasional 
merupakan titik tolak dalam upaya memasuki dunia global.  Dari 
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prinsip kepentingan nasional pemerintah selanjutnya mengambil 
langkah strategis dalam upaya meraup manfaat ekonomi dan manfaat 
ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri bukan 
oleh bangsa lain yang menikmati hasil dari pembentukan hukum 
tersebut.  Dengan kenyataan tersebut, sudah sewajarnya apabila 
pemerintah dalam menjalankan orientasi politik hukum lebih 
mengedepankan pembentukan instrumen-instrumen hukum yang 
terkait dengan permasalahan tersebut.   
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya melakukan 
perkembangan dalam pembangunan nasional terutama yang berkaitan 
dengan  pembangunan ekonomi, secara umum dapat dijelaskan bahwa  
keterkaitan antara regulasi /pengaturan sistem dan pelaksanaan 
kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai upaya untuk menjaga 
stabilitas sistem perekonomian di Indonesia akan berkorelasi pula 
dengan Hukum Ekonomi secara keseluruhan. Karena, Hukum Ekonomi 
Pembangunan Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-
kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah 
(Verwaltungswirtschaft), sedangkan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia 
menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum yang 
memikirkan bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan Warga 
Negara Indonesia sebagai perseorangan, dan tetap memelihara harkat 
dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia, serta tetap menjunjung 
tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak yang lemah dalam sistem 
ekonomi yang terarah tersebut. Dengan demikian, konsep dasar 
pemikiran Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia adalah Ekonomi 
Indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ketahanan 
ekonomi nasional secara makro, sedangkan dasar pemikiran Hukum 
Ekonomi Sosial adalah kehidupan Ekonomi Indonesia yang 
berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan, dimana setiap 
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Sistem ekonomi di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila 
yang lahir dalam jantung bangsa yakni Pancasila dan UUD-45 beserta 
tafsirannya. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung 
dari Pancasila  khususnya sila kelima, yaitu : Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia  dan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 33-34 
UUD-45 (Amandemen ke 4). Sila  kelima ini menjelaskan bahwa semua 
orientasi berbangsa dan bernegara,  politik ekonomi, hukum, sosial dan 
budaya, adalah dijiwai semangat keadilan  menyeluruh dan 
diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian 
kontribusi hukum dalam pembangunan perekonomian Indonesia 
merupaka sistem ekonomi Pancasila yang ditunjang dengan UUD-45 
beserta tafsirannya. 
Dalam pembangunan ekonomi akan sangat berpengaruh pada 
perkembangan Hukum dan Perkembangan bidang ekonomi yang 
keduanya tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dilandasi oleh 
Peraturan Perundangan-undangan yang baik. Pengaturan  hukum 
berkaitan erat dengan pembangunan pada umumnya dan khususnya 
bagi pembangunan ekonomi. Di Indonesia konsepsi pembaharuan 
hukum yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dalam 
pembangunan masyarakat  
Dalam perkembangannya Hukum Ekonomi Indonesia kemudian 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Hukum perdagangan 
internasional yang merupakan bidang hukum yang berkembang 
dengan cepat, dan ruang lingkupnya pun cukup luas. Hubungan-
hubungan dagang yang sifatnya lintas batas  dapat mencakup banyak 
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jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli 
barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan 
sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi perdagangan yang 
kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi perdagangan 
internasional disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya 
teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin 
berlangsung dengan cepat, hal tersebut  tampak   dengan   lahirnya 
transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.  
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